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NOMOR  16  2005 SERI  E 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
 

NOMOR  8 TAHUN  2005 
 

TENTANG  
 

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN 
 

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH  
SUBHANAHU  WATA’ALA 

 
BUPATI GARUT, 

 
 

Menimbang   :   a.  bahwa salah satu urusan wajib yang diserahkan 
kewenangannya oleh Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Daerah sebagai salah satu wujud 
pelaksanaan Otonomi Daerah serta untuk 
mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat 
adalah bidang Penyelenggaraan Perhubungan; 

b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan 
perhubungan sangat berkaitan erat dengan kondisi 
geografis setiap daerah, oleh karena itu perlu 
dirumuskan secara cermat; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
tersebut huruf a dan b di atas, perlu membentuk 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang 
Penyelenggaraan Perhubungan. 

 
Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos 
(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3276); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3480); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang 
Pelayaran  (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3501); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4052); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3699); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3851); 

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3854) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);      

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi  (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3881); 

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389);      

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4437); 

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 
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15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang 
Penyelenggaraan  Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran 
Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3528); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara 
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3529); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 
1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3530); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3952); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3980); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit 
Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara 3980); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4095); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4139); 

28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 
1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang 
dan Barang; 

29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 
1993 tentang Marka Jalan; 

30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 
1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas; 

31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 
1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan 
Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta 
Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-
komponennya; 

32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 
1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu-lintas 
Angkutan Jalan; 

 

 


